PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa dalam rangka memenuhi permasalahan teknis
berkaitan dengan pelaksaaan Anggaran perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 21
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Tahun Anggaran 2014;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3518);

. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4738);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2007 Nomor 10);



Menetapkan

18. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2013 Nomor 21) dalam Bab II angka 2.2
angka 2 huruf b angka 4 huruf e) angka romawi i, angka
romawi ii dan angka romawi iii diubah sehingga angka
romawi i, ii dan iii berbunyi sebagai berikut:
i. Perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari, kecuali dalam
rangka memenuhi undangan instansi pemerintah/
pemerintah daerah dan kegiatan diklat;

ii. Pembayaran biaya perjalanan dinas bagi PNS
diperkenankan paling banyak 96 (Sembilan Puluh
Enam) hari dalam 1 (satu) tahun, kecuali :

1) Kepala SKPD dan/atau pejabat setingkat eselon II;

2) Pejabat eselon III yang mewakili kepala
SKPD/pejabat  setingkat eselon II (dengan
melampirkan surat undangan dari instansi

terkait);
3) Petugas Protokol dan Liputan Setda Kota
Tangerang, Ajudan Walikota/Wakil

Walikota/Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah.

4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim
Program  Legislasi Daerah  dalam  rangka
pembahasan dengan DPRD (dengan melampirkan
surat undangan dari DPRD).

5) Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD dalam
rangka mendampingi DPRD dalam pembahasan-
pembahasan Raperda sesuai agenda prolegda serta
alat  kelengkpan DPRD  melalui kegiatan
Komisi/Banleg/Badan Kehormatan/Badan
Musyawarah /Badan Anggaran.

iii.  Bagi personil PNS yang berasal dari luar Pemerintah
Kota Tangerang dalam rangka kegiatan
Asistensi/Pendampingan/Bimbingan Teknis untuk
kepentingan Pemerintah Kota Tangerang dapat
diberikan  biaya transport, wuang harian dan
penginapan sesuai dengan tariff dan ketentuan yang
diterapkan oleh Instansi Personil PNS yang
bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 350 Desember 2013

WALIKOTA TANGERANG,
CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

20

pada tanggal 30 Nesember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
CAP/TTD

Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 201NOMOR -7



